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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

ke
bidang-bidang

tertentu diserahk a pemerintah daerah yjurus sendiri sesuai

Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah adalah lebih diarahkan terhadap

terwujudnya pemerintah yang demokratis, terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat yang lebih baik, mempertinggi tinggkat kesejahteraan rakyat dan
kemandirian perkembangan dan pembangunan daerah serta terwujudnya

keserasian antara pemerintah pusat dan daerah.



Undang-Undang pemerintah daerah No. 23 Tahun 2014 menyatakan
bahwa kecamatan di pimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut dengan
Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ wali kota
melalui sekretaris.daerah. Daerah. Kabupaten/.Kota membentuk Kecamatan dalam
rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan public,
dan pemberdayaan masyarakat-desa/ Kelurahan: Kemudian Peraturan Pemerintah
No. 17 Tahun 2018 tentang kecamatan pada pasal 11 menyebutkan bahwa Camat
mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan daerah Kabupaten/ Kota untuk
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten/ Kota dan untuk melaksanakan tugas pembantuan.

Untuk memperjelas status pemerintahan desa dalam.menyelenggarakan
pemerintahannya, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia No. 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa itu disebutkan bahwa pasal 1 ayat (1) *
Desa adalah desa adat yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional dan
dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republic Indonesia serta
ayat (3) pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Dalam 18 kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa,
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dan pemberdayaan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat

istiadat desa.

Di Sumatera Barat desa disebut dengan sebutan Nagari. Berdasarkan

T\

Tahun 2014 ndang Nomor

§a

ALl

6 Tahun menetapkan

Peraturan menetapkan
Nagari Seba

terkait denga

Tabel 1.1 N

No

1

2

3

4

5

6 Koto Lamo .

7 Lubuk Alali 3.539

Sumber : Kantor Camat Kapur 1X

Pelaksanaan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan
merupakan penampilan dari pemerintah yang memprioritaskan kepentingan dari
masyarakat. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah perlu
memfungsikan seluruh sector (sumber daya manusia, sumber daya alam, dan
sektor-sektor lainnya yang mampu memberikan sumbangsih terhadap kelancaran

berjalannya otonomi daerah), hal ini perlu dijadikan sebagai focus pemerintah



daerah dalam meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, sebab
pelayanan merupakan parameter bagi efisiensi dan efektivitas system dan
manajemen pemerintahan otonom.

Pelayanan-sebagail proses. pemenuhan-kebutuhan melalui aktivitas orang
lain secara langsung, merupakan konsep yang senantiasa aktual dalam berbagali
aspek kelembagaan. Menurut-Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 pasal 1
tentang Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian perbuatan dalam
rangka pem enuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pelayanan jasa,barang yang
telah disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.

Hakikat penyelenggaraan pelayanan public adalah memberikan pelayanan
secara prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur
Negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan public yang prima bernilai penting
bagi pemerintah dan masyarakat. Pelayanan public menjadi ranah dimana Negara
berinteraksi secara . intensif dengan masyarakat. Jika. pemerintah mampu
menciptakan layanan yang prima, maka dampaknya akan dirasakan secara
langsung oleh masyarakat  luas, antara..lain” meningkatnya kesejahteraan
masyarakat dan mekanisme pasar. Masyarakat juga akan lebih percaya kepada
pemerintahan dengan demikian akan meningkatkan legitimasi pemerintahan dan
menjadi stimulus program pembangunan.

Masyarakat selalu menuntut pelayanan secara prima, namun secara empiris
pelayanan public yang terjadi selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan harapan

masyarakat. Realita beberapa birokrasi pelayanan public di Indonesia masih



ditandai dengan pelanggaran terhadap landasan konstitusi, peraturan perundang-
undangan, dan etika pemerintahan. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dan
pengaduan dari masyarakat seperti prosedur yang berbelit-belit, tidak ada
kepastian waktu..penyelesaian-dan_biaya, persyaratan yang tidak transparan,
petugas kurang responsive dan lain-lain.

Pelayanan publik di_Indenesia masih memberikan kesan buruk sehingga
menjadi citra yang melekat pada institusi media penyedia layanan di Indonesia.
Pelayanan publik selama ini menjadi ranah dimana Negara yang diwakili oleh
pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non pemerintah. Buruknya
praktik governance dalam penyelenggaraan pelayanan publik sangat dirasakan
oleh masyarakat luas. Berdasarkan banyaknya keluhan dan pengaduan mengenai
pelayanan public di Indonesia, maka birokrasi pelayanan public perlu
mengupayakan berbagai cara-untuk meningkatkan kulitas pelayanan.

Banyak Kahupaten atau Kota yang berusaha meningkatkan kualitas
pelayanan dengan ~mengembangkan wunit pelayanan terpadu atau dengan
mendelegasikannya pada Kecamatan sehingga proses-perizinan dan nonperizinan
lebih cepat dan mudah. Menyadari “hal tersebut Kementerian Dalam Negeri
menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Masyarakat dalam sektor pelayanan public pada instansi pemerintahan
harus mendapatkan pelayanan yang memuaskan karena merupakan warga Negara
yang memiliki hak atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Pelayanan

Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN) merupakan Penyelenggaraan



pelayanan public di Kecamatan yang di awali dari tahap permohonan sampai ke
tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.

Pelaksanaannya beberapa pelayanan perizinan dan non perizinan yang
sebelumnya dilaksanakan dipusat.Kabupaten.dan kemudian di delegasikan Bupati
kepada Camat melalui penyelenggaraan PATEN, dirasa sangat berpengaruh
signifikan terhadap pelayanan, cpublic. dimana. dalam implementasinya dapat
memberikan kemudahan, kecepatan , dan kelancaran terhadap permintaan layanan
oleh masyarakat. Di dalam penyelenggaraan PATEN tersebut, beberapa unsur
seperti kebijakan, prosedur, personil, dan organisasi menjadi indicator dan
perhatian yang - terus dikembangkan secara efektif dan efisien sehingga
operasionalisasi penyelenggaraan PATEN dapat memberikan kepuasan terhadap
masyarakat. Tujuan dari PATEN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan
dan mendekatkan pelayanankepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 61
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan. Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN). Peraturan Bupati“Lima Puluh Kota Nomor 63
Tahun 2013 tentang Pendelegasian sebagian wewenang Bupati kepada Camat
dalam bidang Perizinan dan Nonperizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota( Berita
Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 63).

Kantor Camat Kapur 1X saat ini merupakan salah satu yang menerapkan
Program Inovasi Pelayanan Publik Terpadu Kecamatan (PATEN). Meskipun,
Permendagri Nomor 4 sudah diterbitkan pada tahun 2010 mengenai pedoman

PATEN, namun Kecamatan Kapur IX baru melaksanakannya pada bulan
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Desember 2014, dikarenakan pemerintah Kecamatan Kapur 1X belum memahami

sepenuhnya mengenai PATEN itu sendiri.

Dampak yang dirasakan masyarakat dalam pelaksanaan program PATEN

ungkapkan
mengurus K

(Kartu Tanda P 3 ama § an bahwa manfaat

puas dengan pelayanan yang diberikan dan juga seperti yang di sampaikan bapak
Camat Ferry Aryantoni.,S.STP.M.Si bahwa di Kantor Camat Kapur IX ini masih
kurangnya anggaran dana untuk penyelenggaraan PATEN.

Pelaksanaan PATEN di Kantor Camat Kapur IX saat ini masih terdapat

kekurangan yang menjadi permasalahan yaitu sebagai berikut :
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1) Waktu penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
khususnya dalam proses penyelesaian Kartu Tanda Penduduk (KTP)

dan Kartu Keluarga (KK) dengan waktu pemohon dan penyelesaian

Kapur IX Ka a | C . Diharapkan

adanya peli
pelayanan kep
pemerintah

Camat Kapu
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masyarakat.

memadai atau belum. Sehingga kemajuan dari pemerintah kecamatan dapat dinilai
dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Berikut dibawah ini dijelaskan Program Administrasi Terpadu Kecamatan

pada bagian pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.



Tabel 1.11 Program Pelayanan di Kantor Camat Kapur IX.
Program Pelayanan Perizinan
No Program Pelayanan Perizinan
1. | Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Umum
2 Pelayanan Izin Mendirikan Pemondokan/Kos-Kosan
3 Pelayanan lzin Pendirian Papan Iklan/Reklame
4. | Pelayanan Izin Pemasangan Baliho/Umbul-Umbul
5. | Pelayanan 1zin Usaha Mikro Kecil
6
7
8

Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pelayanan Rekomendasi 1zin Tempat Usaha

.| Pelayanan Rekomendasizin Gangguan (HO)
9. | Pelayanan Rekamendasi Pengurusan Izin Menara Telekomunikasi
10. | Pelayanan Rekomendasi Pengurusan Izin Penelitian

Sumber : Kantor Camat Kapur X

Pada tabel diatas dijelaskan Program Administrasi Terpadu Pelayanan
(PATEN) bagian pelayanan perizinan. Terdapat 10 pelayanan perizinan di Kantor
Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dalam
penyelenggaraan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Tabel I.111 Program Pelayanan Non Perizinan

No Program.PelayananNon Perizinan

1. | Pelayanan surat Keterangan Tempat Usaha

Pelayanan surat Keterangan Domisili

Pelayanan surat Keterangan Miskin/Kurang Mampu

Pelayanan surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Pelayanan surat Keterangan Meninggal Dunia

Pelayanan Keterangan Ahli Waris

Pelayanan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pelayanan Surat Keterangan Pengurusan Kartu Keluarga (KK)
9. | Pelayanan Surat Keterangan Bersih Lingkungan

Sumber : Kantor Camat Kapur IX

XN |0~ wm

Pada tabel diatas dijelaskan Program Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) bagian pelayanan nonperizinan. Terdapat 9 pelayanan non perizinan di
Kantor Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Dan tulisan yang bercetak tebal yaitu Pelayanan surat keterangan Kartu Tanda
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Penduduk (KTP) dan Pelayanan Surat Keterangan Kepengurusan Kartu Keluarga
(KK) merupakan fokus penelitian penelit

Tabel 1.1V SOP Pelayanan Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk
(KTP) disKantor Camat Kapur I1X

No. Kompenen Uraian
1 Syarat a. Minimal berusia 17 tahun
Pelayanan b. Surat Pengantar dari Wali jorong dan Wali Nagari
c. Foto copy Kartu Keluarga (KK)
d.Surat Keterangan‘Pindah dari kota asal, jika bukan
asli warga nagari setempat
2 Sistem, a. Pemohon mengajukan permohonan melalui petugas
Mekanisme, dan pelayanan
Prosedur. b. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa

kelengkapan berkas untuk selanjutnya diserahkan ke
Kasi Pemerintahan.

c. Kasi Pemerintahan memverifikasi berkas pelayanan
surat keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
diteruskan kepada Sekretaris Camat untuk
memvalidasi berkas kemudian dilanjutkan kepada
Camat

d. Camat menandatangani berkas pelayanan surat
Keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
selanjutnya diserahkan kepada petugas pelayanan

e. Petugas pelayanan menerima berkas pemohon yang
telah divalidasi kemudian dilanjutkan kembali
kepada Petugas Operator Komputer untuk
melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk
(KTP) terhadap pemohon

f. Petugas membuat surat pengantar dan
surat keterangan perekaman untuk dibawa ke Kantor
Disdukcapil untuk percetakan Kartu Tanda

Penduduk (KTP).
3 Waktu selesai 3 hari kerja.
4 Biaya Tidak di pungut biaya.

Sumber : Kantor Camat Kapur IX

Pada Tabel diatas dijelaskan bagaimana mekanisme, prosedur dan system
pelayanan kepengurusan surat keterangan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sesuai
SOP yang berlaku di Kantor Camat Kapur 1X Kabupaten Lima Puluh Kota

Provinsi Sumatera Barat.
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Tabel 1.V SOP Pelayanan Surat Keterangan Kepengurusan Kartu
Keluarga (KK) di Kantor Camat Kapur IX

Komponen

Uraian

Syarat
Pelayanan

a. Meminta Surat Pengantar pembuatan Kartu
Keluarga (KK) dari Wali jorong dan Wali Nagari

. Fotocopy buku nikah atau akta perceraian

. Fotocopy ijazah terakhir

. Foto copy akta kelahiran

. Surat Keterangan Pindah dari kota asal, jika bukan
asli warga nagari setempat

© O O T

Sistem,
Mekanisme, dan
Prosedur.

a. Remohon 'mengajukanpermohonan melalui petugas
pelayanan

b. Petugas pelayanan menerima dan memeriksa
kelengkapan berkas untuk selanjutnya diserahkan ke
Kasi Pemerintahan.

c. Kasi Pemerintahan memverifikasi berkas pelayanan
surat keterangan Kartu Keluarga (KK) dan
diteruskan kepada Sekretaris Camat untuk
memvalidasi berkas kemudian dilanjutkan kepada
Camat

d. Camat menandatangani berkas pelayanan surat
Keterangan Kartu Keluarga (KK) dan
selanjutnya diserahkan kepada petugas pelayanan

e. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan
Kartu Keluarga (KK) yang telah divalidasi
kemudian dilanjutkan kembali kepada Petugas
Operator Komputer untuk mencetak format
dokumennya serta diserahkan kepada petugas
pelayanan

f. Petugas Pelayanan mengkoreksi dan mengarsipkan
(lampiran) Kartu Keluarga (KK) yang telah selesai
untuk dibawa ke Disdukcapil untuk mendapatkan
tanda tangan.serta stempel asli pada Kartu Keluarga
yang telah dibuat.

3

Waktu selesali

3 hari kerja.

4

Biaya

Tidak di pungut biaya.

Sumber : Kantor Camat Kapur IX

Pada tabel diatas dijelaskan bagaimana mekanisme, prosedur, dan system

pada pelayanan kepengurusan surat keterangan Kartu Keluarga (KK) sesuai SOP

di Kantor Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
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Berikut dibawah ini data masyarakat yang mengurus Kartu Tanda

Penduduk (KTP) dan juga data mengurus Kartu Keluarga (KK) di Kantor Camat

Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.VI Ma nduduk (KTP) di
Kantor C

No.

1 [

2

3 ) 6

4 2

5 6

6 89

7 52

8 U - 98

9 mber "= 92

10 ober - 41

11 ember .~ 88

12 — - 263
Sumber : Kantor ap

Tabel eru ar mengurus surat
E, AR

keterangan Ka ur 1X Kabupaten
Lima Puluh Kota Pro
Tabel LVII Masy arga (KK) di Kantor
Camat Kapur IX

No Jumlah

1 Janua 274

2 Februari 187

3 Maret 322

4 April 232

5 Mei 307

6 Juni 227

7 Juli 194

8 Agustus 248

9 September 247

10 Oktober 261

11 November 223

12 Desember 193
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Tabel di atas merupakan data masyaraka tyang mengurus Kartu Keluarga

(KK) di Kantor Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera

Barat pada Tahun 2020.

“Evaluasi Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor
Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat”
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang digambarkan diatas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
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1. Bagaimana Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) di Kantor Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi

Sumatera Barat ?"

Administrasi

r 1X Kabupaten

khususnya mengenai pelayanan pada kantor camat Kapur IX
Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagai
peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

b. Manfaat Akademis, dapat dijadikan sebagai bahan informasi

khususnya bagi peneliti yang membahas Inovasi Pelayanan pada

Kantor Camat.
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c. Manfaat Praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk
berbagai pihak yang memerlukannya untuk memperbaiki Kkinerja

terutama bagi akademisi, mahasiswa serta sesorang untuk melakukan
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BAB Il

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

A
*-: .

masyarakat yang brsangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan
tunututan/harapan/keinnginan yang diperintah.

Menurut Sedarmayanti (2004:9) pemerintah yang baik dapat dikatakan
sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas

pokok yang mencakup :
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a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
C.
d.
Jagian yaitu
sebagai be
a) Fu
merintah pusat
asing-masing
nan keamanan,
Secara umum
lic Service) dan
b)

membuat  peraturan
hubungan manusia dalam
masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan
agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya
fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi

pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya

yang diatur oleh pemerintah daerah lebih khusus , yaitu urusan yang telah
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diserahkan kepada daerah untuk mengatur urusan tersebut diperlukan

Peraturan daerah yang dibuat bersama Antara DPRD dan eksekutif.

Fungsi Pembangunan

atau Negara

melaksanakan

pusat dan daerah diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi
masyarakat yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan
pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang
yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian

partisipasi masyarakat didaerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila
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kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam
tindakan nyata pemerintah.

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat,

benar diatas

Sela

pemerintaha

dapat dit

perintah akan jasa pelayanan publik dan sipil.
Ndaraha (2003;7) mengemukakan ruang lingkup ilmu pemerintahan yang
terdiri dari :
a. Yang di perintahkan
b. Tuntutan yang di perintah (jasa public dan layanan civil)

c. Pemerintah
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d. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah
e. Hubungan pemerintah

f. Pemerintah yang bagaimana yang di anggap mampu menggunakan

2. Teori

dan
“kebijaksana aka | Sua alternatif yang siap dipilih
berdasarkan insip stete Sedangkan kebijak erkenaan dengan
suatu keputus )enarnya dilarang
berdasarkan alas anusiaan, keadaan

berarti serangkaian instruksi dari pembuat keputusan kepada pelaksana untuk
mencapai tujuan tersebut. Raksasataya (dalam Lubis,2007;7) menjelaskan bahwa
kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu
tujuan.

Ada 3 unsur dalam kebijakan, yaitu :

1. Identifikasi tujuan yang akan dicapai
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2. Strategi untuk mencapainya (Apa yang dimaksud dengan Strategi)
3. Penyediaan berbagai input atau masukan yang memungkinkan pelaksanaannya.

Easton (dalam Lubis,2007;8) menjelaskan bahwa kebijkan pemerintahan

itah, bukan

dikembangkan-d 3 : 1| Jeintern yang akan

diteliti un i A ” ariable. Instrumen

a.

b.

c. Kebijakan harus memiliki alternative pemecahan masalah

d. Kebijakan harus memiliki evaluasi pelaksanaan.
Dalam studi kebijakan publik terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan
pertama dikenal dengan istilah analisa kebijakan dan pendekatan kedua dikenal
dengan kebijakan publik politik oleh Hughes (dalam subarsono, 2009;5),

kebijakan publik ini dijelaskan dalam dua pendekatan, yakni :
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1. Studi analisis kebijakan lebih fokus pada studi pembuatan keputusan dan
penetapan kebijakan dengan menggunakan model-model statistik dan
metematika yang canggih.

2. Lebih menekankan pada hasil dari kebijakan publik dari pada penggunaan
model statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu
dalam berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan
lingkungan.

Makna dari proses kebijakan publik dijelaskan oleh Subarsono (2009;2)
sebagai berikut.:

Serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan dalam
proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam
serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan,
adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan, sedangkan
aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring dan
evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang bersifat intelektual.

Kebijakan publik menurut Thomas Dye (dalam Subarsono, 2009;2) jadilah
apapun pilihan pemerintahan untuk melakukan atau tidak melakukannya. Definisi
kebijakan publik yang dikemukakan Thomas Dye-tersebut mengandung makna
bahwa :

1. Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah bukan organisasi
swasta.

2. Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus diikuti atau tidak diikuti oleh
badan pemerintah.

Maeshall (dalam Suharto, 2008;10) menyatakan bahwa kebijakan sosial

merupakan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki
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dampak langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui penyediaan
pelayanan sosial atau bantuan keuangan.

Selanjutnya Awang (2010;26) menjelaskan bahwa pada intinya ada tiga

ditentukan.

Menurut Duun (2003;608) Evaluasi mempunyai arti yang berhubungan,
masing-masing menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil
kebijakan dan program, sedangkan secara umum di artikan dengan penafsiran,
pemberian angka, dan penilaian. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi

berkenaan dengan produksi informan mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.
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Menurut Ndraha (2003;201) evaluasi merupakan suatu proses perbandingan
antara perbandingan standar, fakta dan analisis hasilnya. Ada model evaluasi

diantaranya adalah before-after (sebelum dan sesudah) yaitu perbandingan antara

kebijakan.

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat
diketahui berapa banyak biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.

3. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi
adalah mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran atau output

dari suatu kebijakan tersebut.
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4. Mengukur suatu dampak kebijakan. Pada tahap selanjutnya, evaluasi

ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik itu dari

dampak positif maupun dampak negatifnya.

metode deskriptif untuk menghasilkan informasi terpercaya dan valid
mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program
kebijakan yang telah ditetapkan secara formal adalah ukuran yang
tepat untuk meihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.

3) Evaluasi proses keputusan teoritis adalah pendekatan evaluasi yang

menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang
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dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara
eksplisit diinginkan oleh berbagai stakeholder.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001;301) evaluasi berarti

fungsi

penelitian

istrasi dan

yang

Evaluasi

Demikian juga dengan evaluasi kebijakan merupakan satu tahap penting
dalam siklus kebijakan. Pada umumnya evaluasi kebijakan dilaksanakan setelah
kebijakan politik diimplementasikan. Hal ini dimaksudkan agar menguji tingkat
kegagalan dan keberhasilan, keefektifan dan keefesienannya.

Mengevaluasi kebijakan yang ada saat ini merupakan langkah penting

dalam proses analisis kebijakan yang sedang dilaksanakan agar dapat melahirkan
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rekomendasi bagian mana saja yang sedang beroperasi harus dipertahankan,
diperbuat atau dirubah (suhartono,2008;113).

Selanjutnya Badjuri dan Yuwono, (2003-132) evaluasi kebijakan

Kebijak itik m ‘- -L ( ‘f 9) merupakan
sebagai sebuah-perilaku se _.":_'._ L )aga pemerintah atau
pejabat peme ' s s ebuah perspektif
empiris, kebi

program sebagaima initas anisasi publik.

kebijakan tersebut. Maka untuk itu perlu dikaji bagaimana kinerja pelaksanaan
kebijakan tersebut.
Evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui taraf kesiapan dari pada karyawan atau pegawai untuk

melaksanakan tugas kerjanya.
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2. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas atau yang
lainnya atau harus mengulangi kembali.

3. Untuk mengetahui sejauh mana hasil kerja yang telah dicapai proses

4. Evaluas
Eval ah sa atu tingkatan s kebijakan publik,
evaluasi adalah-salah satu cara ur N "‘_'__ SUA pijakan atau program

dengan  produksi atau manfaat kebijakan
(Dunn,2003;608).

Dalam pelaksanaan evaluasi kebijakan digunakan Kriteria-kriteria umum
yang dimaksud untuk memberikan arahan bagi evaluator. Kriteria-kriteria yang
dirumuskan akan dapat dijadikan sebagai salah satu patokan dalam menentukan

apakah suatu kebijakan tersebut berhasil atau gagal.
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Dunn mengembangkan indikator atau kriteria evaluasi kebijakan yang
meliputi enam tipe yaitu sebagai berikut (Subarsono,2011:126) :

1. Efektifitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif

"

S

r

"p

-
o

yang berorientasi kepada perataan adalah kebijakan yang akibatnya
(contohnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha
(contohnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan
yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan
pendidikan atau pelayanan publik kadang-kadang

direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan
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sangat erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing yaitu

keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar

yang memadai untuk mendistribusikan risorsis masyarakat.

etetapan secara

)stantive karena
rkenaan dengan

kriteria secara

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah :
1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang merupakan
tindakan-tindakan pemerintah.
2. Kebijakan publik naik untuk melakukan atau tidak melakukan
sesuatu.

3. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
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5. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Pelayanan ~ Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah

penyelenggaraan pelayanan public di Kecamatan dari tahap permohonan sampai

lkan Kecamatan

sebagai pelayan bagi
kantor/badan pelaya ensukseskan Program
1. 0] antang  Petunjuk Teknis

Surat Edaran Mendagri Nomor 100/121/PUM tanggal 03 Februari 2009
tentang Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
3. Surat Edaran Mendagri 318/321, PUM tanggal 28 Februari 2011 tentang

Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
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4. Surat Edaran Mendagri Nomor 138/113/PUM tanggal 13 Januari 2012
tentang Percepatan Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) di Daerah.

Selain itu.penyelenggaraan PATEN bertujuan untuk meningkatkan kualitas
dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan PATEN
ada syarat subtantif yaitu pendelegasian /sebagal wewenang Bupati/Walikota
dilakukan " agar efisiensi dan efektivitas penyelengaraan pelayanan tercapai.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan public, khususnya jenis
pelayanan administrasi maka PATEN menganut asas-asas pelayanan public sesuai
pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang asas-asas
penyelenggaraan pelayanan public, sebagai berikut :

1. Kepentingan Umum, berarti pemberian pelayanan oleh petugas pelaksana
PATEN tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan.

2. Kepastian Hukum, berarti ada jaminan bagi terwujudnya hak dan
kewajiban antara penerima pelayanan (masyarakat) dan pemberi pelayan
(Kecamatan) dalam penyelenggaraan PATEN.

3. Kesamaan hak, berarti. pemberian. pelayanan dalam PATEN tidak
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

4. Keseimbangan hak dan kewajiban, berarti pemenuhan hak harus sebanding
dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun
penerima pelayanan.

5. Keprofesionalan, berarti setiap pelaksana PATEN harus memiliki

kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
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6. Partisipatif, berarti meningkatkan peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan PATEN dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan

harapan masyarakat.

PATEN merupakan suatu inovasi pelayanan guna mendekatkan jarak
antara pemerintah sebagai penyedia layanan kepada masyarakat. Adapun
persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kecamatan dapat dijadikan sebagai

penyelenggara PATEN adalah sebagai berikut ini :
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1) Syarat substantive, vyaitu adanya pendelegasian kewenangan dari
Bupati/walikota kepada Camat yang meliputi bidang perizinan dan

nonperizinan yang ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

dan Belanja Dae APB 3 L'h; ang tidak terpisahkan dari
rencana kerja.de aran kecamatan, Dalam hal enggaraan PATEN
menghasilk
berperan serta se i ala enyelengg oerupa ikut serta
dalam penyu
penyelenggaraan : ‘ aratan pada saat meminta

layanan.

langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan.
Kualitas pelayanan pada kecamatan diharapkan akan menjadi lebih baik setelah
menjadi perangkat daerah dibandingkan pada saat sebagai perangkat dekonsentrasi
yang pengaturannya sangat sentralistik. Sebab tujuan pemberian otonomi daerah

dan keberadaan daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui
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pemberdayaan dan penyedia layanan public secara efektif, efisien, ekonomis dan
demokratis.

Oleh karena itu, pemberian kewenangan pemerintahan secara penuh

lebih dekat dengan

. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan frekuensi atau nilai kelompok
dan dapat memuaskan mereka.
5. Ketetapan, yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.
6. Kecukupan, yaitu seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk

memecahkan masalah.



B. Penelitian Terdahulu

C. Tabel Il.1 Penelitian Terdahulu
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No Nama Judul Jenis Penelitian Hasil
1 Dicky Evaluasi Penelitian ini' pRenelitian menunjukkan
Noupal Program menggunakan bahwa evaluasi Program
Ridho Pelayanan tipe  penelitian | Pelayanan. Administrasi
Administrasi | deskriptif Terpadu Kecamatan
Terpadu Kualitatif (PATEN) dalam
Kecamatan meningkatkan kualitas
(PATEN) pelayanan = di Kantor
dalam Camat Perbaungan
meningkatkan Kabupaten Serdang
Kualitas Bedagai sejalan dengan
Pelayanan di hasil penelitian dan telah
Kantor Camat berjalan dengan baik.
Perbaungan
Kabupaten
Serdang
Bedagai
2 Rahmi Pelaksanaan | Penelitian ini | Pelaksanaan PATEN di
Ulfah Pelayanan menggunakan Kecamatan Tualang
Administrasi | metode kualitatif, | Siak masih  belum
Terpadu desain penelitian | menunjukkan hasil yang
Kecamatan yang  digunakan | optimal dalam
(PATEN) adalah teknik | pelaksanaannya, waktu
dalam analisa deskriptif | pelayanan belum tepat
peningkatan waktu serta sarana dan
Kualitas prasarana belum
Pelayanan di mendukung.
Kecamatan
Tualang
Kabupaten
Siak
3 Fitrah Nur | Pelaksanaan | Penelitian ini | Pelaksanaan PATEN di
Cahya Pelayanan menggunakan Kantor Camat Kokap
Administrasi | metode kualitatif | Kabupaten di  Kulon
Terpadu dengan tipe | Progo dilihat dari 8
Kecamatan penelitian prosedur standar
(PATEN) di | deskriptif pelayanan  publik 6
Kecamatan diantaranya sudah
Kokap memadai sementara 2
Kabupaten yang  tersisa  masih

Kulon Progo.

kurang memadai.
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Berdasarkan tabel diatas persamaan antara penelitian penulis dengan
penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang evaluasi PATEN.

Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu

lokasi penelitian A eno a_yang d hasil penelitian yang

ada di se

‘\\\\\\\\\\\“‘gs

%
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D. Kerangka Pikir
Gambar Il.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Program

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Kapur IX

Kabupaten Li insi
ReoviDsi
W L
t
P aan Program Admi
ecamatan

Evaluasi Program Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat
Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2021
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E. Konsep Operasional
Untuk lebih memudahkan penafsiran tentang makna istilah Evaluasi yang

peneliti gunakan dalam penelitian ini, maka perlu di jelaskan makna beberapa

anggota masyara o diperlukan sesuai
dengan tu

2. Camat

pemerintah

3. Evaluasi

PATEN dalam penelitian ini merupakan Penyelenggaraan pelayanan
public di Kecamatan yang di awali dari tahap permohonan sampai ke tahap
terbitnya dokumen dalam satu tempat. Pelaksanaannya beberapa pelayanan
perizinan dan non perizinan yang sebelumnya dilaksanakan dipusat Kabupaten
dan Kemudian di delegasikan Bupati kepada Camat melalui penyelenggaraan

PATEN.
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B. Operasional Variabel

Tabel 11.3 Operasional variabel penelitian tentang Evaluasi Program

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diKantor Camat Kapur IX

Ny,

Terpadu
Kecamata
(PATEN)
Kantor Ca
Kapur IX
Kabupate
Lima Pulu
Kota Provi
Sumatera B

oot

. Keuntungan sebelum
dan sesudah PATEN.

2. Pengawasan dalam

pelaksanaan PATEN.

Sumber data : Olahan Peneliti
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BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

mulai tanggal 4 Maret 2021. Alasan penulis memilih lokasi ini karena penulis
ingin mengetahui lebih dalam bagaimana proses pelayanan yang dilakukan
pemerintah daerah di Kantor Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota

Provinsi Sumatera Barat.
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C. Informan dan Key Informan
Informan Penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi.

Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga

I 2002:65). Dalam

objek yang sedz eliti atau data yanc eliti langsung dari
sumber pert 07:

Dal 3 Y ._ € ac ua orang yang

1

2

3

4

5 | Epi Susanti taff Pemerintahan
6 | Yenita Masyarakat

7 | Eli Warni Masyarakat

8 | Tesmiwati Masyarakat

9 | Sahar Masyarakat

Sumber : Olahan Peneliti, 2021
D. Teknik Penarikan Informan

Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti
menggunakan metode purposive sampling, metode ini adalah teknik pengambilan

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang
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dimaksud seperti orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang Kita harapkan,

atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti

menjelajahi objek/situasi sisoal yang diteliti (Sugiono 2012:54).

data dan

menggunakan

Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

2. Data Skunder
Data Skunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan
penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Adapun data-data

dokumentasi hubungannya dengan Evaluasi Program Administrasi
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Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Kapur 1X Kabupaten Lima

Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

F. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan
untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini
digunakan bila ingin mengetahui hal-hal responden secara lebih
mendalam serta jumlah responden sedikit. Wawancara dilaksanakan
secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual atau

kelompok. Dengan penyusunan daftar pernyataan sesuai dengan data dan
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informasi yang diperlukan. Wawancara dilakukan kepada masyarakat,

camat, staff pelayanan dan staff pemerintahan yang ada di Kantor Camat

Kapur 1X kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini bersifat berulang
dan berlanjut hingga selesai (dalam Sugiono 2012:91). Adapun penjelasan lebih

lanjut mengenai 4 proses analisis data tersebut adalah sebagai berikut :
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1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dengan

dari analisis data, penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi,
yaotu menemukan makna dtata yang telah disajikan. Anatar display data
dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada.
Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut,
berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi data, penyajian data dan

penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara
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beruntun sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. Selanjutnya
data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-

kata untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau

: eli mudian diambil inti
SOt i.“
Q?é@&lﬂ«'ﬁﬁﬂ&ﬁq%’ ap Dses tersebut
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Tabel 111.2 :  Jadwal dan waktu kegiatan penelitian tentang Evaluasi
Program Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor
Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi
SumateraBarat.

No | Jenis kegiatan Jadwal kegiatan (Bulan dan Minggu)
Maret April Mei Novemb | Desember | Januari
2021 2021 2021 er 2021 2021
2021
M2 LSRR 2| 3 1121314/ 1/2/3(4|1|2|3
1 Penyusunan
UP
2 Seminar
UP
3 Perbaikan
hasil seminar
4 Penyusunan
daftar
wawancara
5 Penelitian
Lapangan
6 Analisis Data
7 Penyusunan
laporan
penelitian
8 Ujian sekripsi
9 Revisi Skripsi
10 | Pengadaan
Skripsi

Sumber: Olahan Data Penelitian 2021
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BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kecamatan Kapur IX

dinamakan

LU AT IRALN:

SN
5

galugua ba

3. Datuak Bandaro di Tanjung sebagai Timbalan Pucuk Andiko
4. Rajo Mahimpun di Muaro Takus sebagai Manti Pucuk Andiko
Kecamatan Kapur I1X memiliki batas wilayah sebagai berikut :
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bukik Barisan

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pasaman
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4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
1. Gambaran Umum Kecamatan Kapur IX

Kapur IX merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota

¢ Q@‘

. Nagari Muaro Paiti 9.

Kampuang Dalam, Kampuang Talawi, Sungai Panjang Indah, Kampuang
Duri dan Koto Tinggi.

f. Nagari Koto Lamo 10. 336 Ha terdiri dari 5 Jorong, yaitu : Koto Tuo, Koto
Tangah, Tanjung Bungo Lolo dan Sungai Nyanyiang.

g. Nagari Lubuak Alai 10.600 Ha terdiri dari 6 Jorong, yaitu : Suka Karya,

Alai Baru, Rumbai, Balai Tangah Koto dan Tinggi, Saiduanau.
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B. Gambaran Umum Pemerintahan Kecamatan Kapur IX
1. Jumlah Penduduk

Gambaran umum pemerintahan Kecamatan Kapur 1X berikut ini akan

tingkat

.25
a
’.. g mendominasi

£

Dari te
adalah laki-
dan bidang j
2. Mata Pencs

Masyarakat Kapt § , n sebagian besar

adalah Petani ad - ha sendiri, pegawali

Tabel V.11 Mata Pencaharian penduduk di Kecamatan Kapur 1X

No Jenis Mata Pencaharian Jumlah Penduduk
1 Petani 9. 184 KK

2 Pedagang/Wiraswasta 559 KK

3 Peternak 105 KK

4 Buruh 1.232 KK

5 Pensiun 131 KK

6 Pegawai Negeri Sipil 348 KK

7 TNI/Polri 18 KK

8 Jasa 147 KK

9 Pengangguran 2.666 KK
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1 2 3

10 Swasta 395 KK
11 Tukang 208 KK
12 Pengrajin 7 KK
13 Lainnya 245 KK

asilan ekonomi
suatu daera : angat diharapka ‘pada erja apalagi dalam
masa pemba elihat gambaran

tingkat pend lihat pada tabel

berikut :
Tabel IV.111 Tin an Kapur IX
No i lah Penduduk
1 1.286
2 7.367
3 1.345
4 SLTA/Sederajat 2.649
5 Pondok Pesantren 198
6 Diploma 1/Diploma 3 388
7 Strata 1 890
8 Strata 2 28
9 Strata 3 2
10 Sekolah Luar Biasa 15
11 Tidak Sekolah 73
Jumlah 14.239

Sumber : Kantor Camat Kapur IX, 2021
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Dari tabel

Kecamatan Kapur [X terbanyak adalah pendidikan SLTA/Sederajat yaitu

diatas dijelaskan bahwa tingkat pendidikan penduduk

sebanyak 72.649 orang dan yang paling sedikit adalah Strata 3 sebanyak 2 orang

4. Sarana dan Pr

n r ecamatan
Kapur | nyTAS IS
Tabel 1V a% {(

No r terangan
1 N yak Pakai
2 yak Pakai
3 k yak Pakai
4 K = = - ayak Pakai
5 = - ayak Pakai
6 0 T Sad ayak Pakai
7 skesmas 2= 1 == ayak Pakai
8 S u ayak Pakai
9 i | ayak Pakai
10 id | Layak Pakai
11 " Layak Pakai
12 Layak Pakai
13 Balai P Layak Pakai
14 Lap n Layak Pakai
15 Kesenian/ o ® Layak Pakai
16 Perpusta Layak Pakai
17 Kantor Layak Pakai
18 Embung Pa Layak Pakai

Jumlah 40 Layak Pakai

Sumber : Kantor Camat Kapur IX, 2

Dari Tabel diatas dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang ada di
Kecamatan Kapur IX bisa dikatakan memadai dan layak pakai.

C. Struktur Organisasi Di Kantor Camat IX Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi

Sumatera Barat




54

Gambar V.l Struktur Organisasi Di Kantor Camat Kapur IX Kabupaten

LimaPuluh Kota Provinsi Sumatera Barat

CAMAT
Ferry Aryantoni.,S.STP.M.Si

NIP. 198202162000121005

|
________________________ SEKCAM
JAYUSMAN, S.Sos
|
| |
KASUBAG UMUM KASUBAG
DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PERENCANAAN
DAN EVALUASI
SYAFTINAR DIRUS. SH
| I
: STAFF STAFF
KELOMPOK
. MARTIIAS. SH EMI DARILIS, A.Md
FUNGSEPSS STARE STAFF
EDI HARTONO RAJAB
I I
PENJAGA KANTOR STAFF
WISDAR ARIA SISRIYONA,
SE
| | | I ]
KASI KASI KASI KASI KASI
PEMERINT || PEMBER KESOS PELAYANAN TRAMT
AHAN DAYAAN B
MASYAR
EMRIALDI, AKAT SUDIRMAN AIDIL FITRI YURNI
SH M S.Agq.MM TA
| | | |
STAFF MAS,W'R STAFF STAFF STAFF
EP| STAFF DESIYON LAHYUN ISMI
SUSANTI IEZON A.Md ISNENGSIH, OKTAV
SE IORI.SH

Sumber : Kantor Camat Kapur 1X,2021
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BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ldentitas Informan

nforman__me ompok umur, jenis

o TS b

aitu, Camat,

mengetahui

terhadap E 3 i T ama EN) di Kantor
Camat IX Kabupate a ‘ '_'_ ’ ..Barat, maka tabel
berikut aka
Tabel V.1 |

No Presentase

1 33%

2 22%

3 45%

100%

Berdasarkan tabel V.l dia diketahui bahwa identitas informan
berdasarkan umur adalah 9 orang yang dijadikan sebagai informan sebanyak 3
orang atau 33% berumur 21-30 tahun, sebanyak 22% atau 2 orang berumur 31-40
tahun dan 45% atau 4 orang berumur 41-50 tahun. Maka dapat disimpulkan

bahwa identitas informan didominasi berdasarkan umur 41-50 tahun sebanyak

45%.
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2. ldentitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin
Untuk melengkapi data penelitian ini, maka dalam identitas responden

juga akan menjelaskan jenis kelamin responden. Hal ini sesungguhnya tidak akan

Pendidikan merupakan ha g sangat penting dalam menciptakan

keterampilan dan keahlian yang akan melahirkan sumber daya manusia (SDM)
yang berkualitas. Tinggi rendahnya seseorang akan mempengaruhi sikap serta
pola piker seseorang terutama yang ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel V.111 ldentitas Informan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No Jenjang Pendidikan Jumlah Presentase
1 SLTA/Sederajat 5 56%
2 Strata 1 2 22%
3 Strata 2 2 22%

orang atau 22 a al [ ; njelasan diatas

maka dapa

semuanya d

kan oleh orang

acam kebutuhan

Tabel V.1V Identitas Informan Be kan Pekerjaan

No Pekerjaan Jumlah Presentase
1 Camat 1 11%
2 Sekretaris Camat 1 11%
3 Kasi Pelayanan 1 11%
4 Staff 2 22%
5 Ibu Rumah Tangga 3 34%
6 Wiraswasta 1 11%
Jumlah 9 100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021
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Berdasarkan tabel V.1V diatas maka dapat diketahui identitas Informan
berdasarkan pekerjaan adalah 9 orang yang dijadikan informan, sebanyak 1 orang

atau 11% sebagai Camat,sebanyak 1 orang atau 11 % sebagai sekretaris Camat,

Kecamatan (PATEN) di Kantor Came abupaten Lima Puluh Kota Provinsi

Sumatera Barat.

Berikut ini akan dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap
indicator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti sudah melaksanakan
wawancara dengan 5 informan yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diajukan

sesuai dengan judul peneliti.
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1. Indikator Efektivitas

Efektifitas berkenaan dengan suatu alternative apakah mencapai hasil yang

diharapkan ataupun mencapai tujuan diadakannya tindakan tersebut. Efektifitas

Program A erpe : .ﬂﬂ da masyarakat

yang belu

“Sosialisasi itu
dihari biasa jika

bahkan ada yang pule ®Q

mayoritas masyarakat kap ﬁ &‘“ﬂ]* gambir, akan tetapi jika ada
masyarakat yang datang secara pengurusan pelayanan perizinan
dan nonperizinan selalu kita berikan pelayanan prima dengan baik. ”

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa efektifitas dalam pelaksanaan
Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) mengenai sosialisasi masih

kurang karena tidak dilakukan dengan rutin.

Selanjutnya Bapak Jayusman S.Sos selaku Sekretaris Camat juga

mengemukakan pendapat, bahwa :
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“Kita sudah adakan sosialisasi beberapa kali namun tidak terus menerus

’

dikarenakan masyarakat juga jarang dirumah kecuali dihari pasar nagari.’
Berdasarkan ungkapan pak jayusman S.Sos selaku Sekretaris Camat,

sosialisai tidak dilakukan-secara terus menerus.

Administras ng mengurus

pelayanan ﬁ enjak diadakan
PATEN ini h banyak yang belum paham

dengan Pro

Se

3

. \E‘\ﬁﬂéﬁﬁh‘l&\\\

IX mengata

“Kalau sosia f ang ya, masyarakat
masih ada ya ﬂ nasyarakat yang sudah
berumur tetapi tida ) ol .akan mencoba perbaiki

kekurangan dikante

Berdasarkan pelaksanaan Program

Administrasi Terpadu Kecamata di Kantor Camat Kapur 1X sudah
melakukan sosialisasi tetapi tidak rutin mengakibatkan masih ada masyarakat

yang belum paham apalagi yang tidak bisa membaca.

Setelah melihat bagaimana sosialisasi tentang Program Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) yang masih kurang baik, peneliti kemudian

mencoba mencari tahu tentang pemahanan akan Program Administrasi Terpadu
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Kecamatan (PATEN) itu sendiri. Seperti yang disampaikan Bapak Camat Ferry
Aryantoni.,S.STP.M.Si tentang pemahamannya soal Program Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) dan mengatakan bahwa :

“Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Itu semua pelayanan baik
yang bersifat pelayanan perizinan dan nonperizinan itu dilakukan dan di
selesaikan di Kecamatan sehingga memudahkan masyarakat dalam pelayanan.
Berdasarkan Peraturan Bupati: Eima'Puluh Kota Nomor 61 tahun 2013 tentang
pelaksanaan penerapan:Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
yang dilimpahkan kepada Camat untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat baik yang bersifat pelayanan perizinan dan pelayanan nonperizinan
sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan ungkapan diatas, Bapak Camat Ferry Aryantoni S.STP.M.Si

sudah paham dengan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini.

Pak Jayusman S.Sos selaku Sekretaris Camat juga memberikan pendapat
tentang pemahamannya tentang PATEN yaitu :
“Program Administrasi Terpadu Kecamatan itu pelayanan perizinan dan

nonperizinan yang diselenggarakan untuk memudahkan masyarakat dalam hal
kepengurusan.”

Pak Jayusman S.Sos selaku Sekretaris Camat sudah cukup paham dengan

Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).

Kemudian Ibu Lahyun Isnengsih, SE selaku staff pelayanan di Kantor

Camat IX juga berpendapat dan mengatakan bahwa :

“Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilaksanakan di
Kantor Camat IX untuk mengatur system administrasi dan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat yang mana pelayanannya tidak langsung di
masing-masing Kasi (Kepala Seksi) akan tetapi melalui meja konter pelayanan.”
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Berdasarkan ungkapan diatas, Program Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) itu mengatur system administrasi dan pelayanan melalui meja konter

pelayanan.

yuan untuk
‘terdapat di SOP,
nda Penduduk) dan

kepengurusannya mea ante dan juga dilakukan

sudah sesua

peneliti wawancara mereka telah mengerti tugas mereka sebagai pelaksana
Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat IX.
Efektivitas adalah factor penting dalam evaluasi kebijakan, efektivitas dalam hal

ini adalah sebagai penyampai informasi atau sosialisasi kepada masyarakat.

Hal ini menjadi penting agar masyarakat paham dan mengetahui jenis

pelayanan apa saja yang terdapat di Kecamatan dan apa saja persyaratannya di
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setiap pelayanan yang ada di Program Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN).
Dalam hal ini, Kecamatan Kapur 1X masih kurang baik dalam melakukan

sosialisasi meskipun sudah diadakan sosialisasi tersebut akan tetapi seharusnya

ng Program

TanaNe

efektivitas

efektivitas

A A V)L

\ &
.“i
<

pelaksanaan

4
=~
®
QD
=}
3
Q@
=
3
=
=
)
=

Kapur IX i
pegawai dan s

Kecamatan di

petugas dan staff di Kantor Camat IX mengenai Program Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) ini :

“Iya tentu kita adakan pendidikan dan pelatihan tentang Program Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN), di Kabupaten ada tim koordinasi Administrasi
Terpadu Kecamatan. Di Kabupaten itu dibawah asisten pemerintahan. Jadi untuk
saat ini skill dan kemampuan petugas dan staff sudah cukup memadai.”
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Berdasarkan ungkapan diatas, petugas dan staff sudah melakukan
pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaan Program Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN).

rasi Terpadu
f-’ an hasil yang
emiliki kemampuan

Selanjutnya peneliti juga bertanya tentang SDM apakah sudah terpenuhi
dengan baik diKantor Camat Kapur X, Bapak Camat Ferry Aryantoni
S.STP.M.Si mengatakan :

“Untuk saat ini SDM di kantor Camat Kapur 1X ini sudah terpenuhi dengan baik.

Begitu juga dengan skill dan kemampuan mereka sudah ahli dibidangnya masing-
masing. ”
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Berdasarkan ungkapan diatas, Bapak Camat Ferry Aryantoni S.STP.,M.Si
mengungkapkan bahwa SDM di Kantor Camat Kapur IX sudah terpenuhi dengan

baik dan juga mereka sudah ahli dalam bidangnya masing-masing.

Dalam.tahap ini, peneliti juga bertanya tentang pendanaan yang
didapatkan Kantor Camat Kapur IX untuk Program Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN). Oleh karena itu, peneliti' bertanya kepada informan dengan
pertanyaan, dari mana dana anggaran dana ini didapatkan dan apakah sudah
dikelola dengan baik. Lalu Bapak Camat Ferry Aryantoni., S.STP.MSi
mengatakan :

“Anggaran dana Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) itu dari
Pemerintahan Kabupaten dan anggaran dana dari Kecamatan tidak ada.
Kecamatan hanya sebagai operasional untuk anggaran rutin, kalau anggaran
PATEN itu khusus dari Kabupaten. Petugas semuanya itu di support juga dari
pemerintahan. Meskipun begitu masih bisa dibilang anggaran dana masih kurang
dikarenakan masih banyak pengeluaran-untuk Program Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Kapur IX ini.- Untuk pengelolaan
anggaran dana sudah kita lakukan dengan baik ~

Berdasarkan ungkapan diatas, anggaran dana pelaksanaan Program

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berasal dari Kabupaten.

Selanjutnya, Ibu Epi Susanti selaku staff pemerintahan juga berpendapat

dan mengatakan :

“Dana dari Kabupaten itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD). Untuk saat ini Anggaran dana dari Kecamatan belum ada, hanya saja
ada bantuan dari pemerintah daerah salah satunya untuk honor petugas PATEN.
Untuk pengelolaan anggaran dana sudah dilakukan dengan baik ya.”
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Berdasarkan ungkapan diatas, bahwa dana anggaran pelaksanaan Program
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) berasal dari APBD dan honor petugas

PATEN juga dibantu oleh pemerintah daerah.

Kecamatan

kendala sep

3. Indikato

Kecamatan (PATE ‘ ame apur IX para petugas
pelaksana Program Adn (PATEN) harus
memberikan pelayanan yang sama kepada masyarakat tanpa membedakan

golongan dan status social dari masyarakat tersebut.

Untuk menyikapi hal tersebut, peneliti mewawancarai masyarakat yang
sudah melakukan pelayanan di Kantor Camat Kapur IX untuk mengetahui
kesamaan pelayanan yang diberikan petugas. Seperti yang disampaikan Kak

Yenita yang baru saja mengurus Kartu Keluarga (KK) dan Ibu Eli Warni yang
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baru saja mengurus KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya yang hilang. Mereka

memberikan jawaban :

“Semua dilayani dengan baik, contohnya seperti saya ini kan orang kurang
mampu ya akan_tetapi petugas tetap melayani dengan-ramah dan sopannya
memberitahu« dan ‘memberikan  pelayanan dengan baik tanpa membedakan
golongan dan status sosial, jawab Kak Yenita. Sementara itu menurut Ibu Eli

Warni “Semua petugas di Kantor Camat Kapur IX sangat baik, memberitahu
dengan sopan. Paling kita hanya-mengantri‘saja karna itu sudah aturan ya.”

Berdasarkan ungkapan diatas, warga masyarakat mengungkapkan semua
dilayani dengan baik tanpa membedakan golongan dan status social, memberitahu

dengan baik dan sopan.

Kemudian jika dilihat dari segi kepengurusan keperluan masyarakat
melalui Program Administrasi- Terpadu Kecamatan (PATEN) sudah sesuai atau
tidak dengan waktu penyelesaian yang sudah ditetapkan oleh SOP. Seperti yang di

sampaikan oleh Kak Yenita dan IbhuEh Warni

“bisa dibilang “belum sesuai dengan SOP, sewaktu saya mengurus Kartu
Keluarga (KK) prosesnya di Kantor Camat itu cepat akan tetapi Proses
penyelesaiannya cukup lama lebih dari waktu yang ditentukan di SOP, jawab Kak
Yenita. Sementara Ibu Eli Warni yang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP)
mengatakan * belum Sesual SOP, -waktu penyelesaiannya tidak tertentu.
Petugasnya tidak membedakan golongan juga tidak membedakan waktu
kepengurusan keperluan masyarakat.”

Berdasarkan ungkapan diatas, menurut warga masyarakat pelayanan
belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), karena waktu

penyelesainnya tidak tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dengan masyarakat sudah

cukup puas dengan penyelenggaraan Program Administrasi Terpadu Kecamatan
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ini. Peneliti juga memiliki sedikit keingin tahuan apakah seluruh masyarakat di

Kapur IX sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga

(KK).

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Pak Sahar, beliau tidak memiliki

Kartu tanda Penduduk (KTP) di Kecamatan Kapur 1X.

“ Iya saya tidak memiliki KTP asli sini, karena saya perantau dari Jawa. Sudah

lama tinggal disini usaha jualan keliling. ”

Kemudian peneliti bertanya alasan Pak Sahar tidak mengurus KTP.
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“Saya tidak punya surat pindah dari tempat asal sebelumnya, sudah lama juga
tidak pulang ke Jawa.”

Dalam pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

di Kantor Camat Kap belum dilakukan sesuai.dengan Standar Operasional

menganut asas pelayana . f ang No.25 Tahun

2009 diantara eri layanan oleh

tidak dibolehkan

Camat Kapur IX pada Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

termasuk dalam kategori baik.

4. Indikator Kecukupan

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang dapat menimbulkan

masalah. Indikator kecukupan berkaitan erat hubungannya dengan alternative
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kebijakan dan hasil yang diharapkan. Menurut keterangan informan yang
diwawancara oleh peneliti, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja dalam

Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini yang mana mereka

K) dan Kartu
sedikit kendala

“Kita selalu utamakan kepuasan da amanan masyarakat. Kita upayakan
memberikan pelayanan yang baik meskipun apa yang kita lakukan terkadang
tidak sempurna. Untuk kepengurusan perizinan dan nonperizinan jika sudah
lengkap berkas dan kita rasa sudah bisa untuk diproses.”

Berdasarkan wawancara diatas dengan bapak Aidil Fitri selaku Kasi

pelayanan selalu utamakan untuk masyarakat.

Pendapat yang sama disampaikan lbu Lahyun Isnengsih, SE selaku staff

pelayanan :
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“Kita selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,
karena kepuasan masyarakat dengan adanya Program Administrasi terpadu
Kecamatan (PATEN) ini sangat penting bagi kita. Dalam pengurusan Kartu
Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika berkasnya persyaratannya
sudah lengkap segera. kita proses agar tidak memakan waktu lama dan
masyarakat juga tidak menunggu lama. Jika ada:masyarakat yang masih kurang
mengerti kita.dengan senang hati memberi tahu dan memberi arahan. Hanya saja
mungkin kekurangan dari kita itu waktu penyelesaiannya yang terkadang tidak
tertentu™

Berdasarkan ungkapan diatas, petugas ‘ ‘selalu berusaha memberikan
pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Dalam pengurusan Kartu Keluarga
(KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika berkas sudah lengkap maka segera

diproses. Hanya saja mungkin waktu penyelesaiannya tidak menentu.

Kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas Program Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) sudah cukup baik dimana selalu mementingkan
kepuasan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kehandalan petugas dalam
memberikan pelayanan dengan cepat dan mudah sehingga sangat membantu

masyarakat dan dapat dilihat juga dari kecermatan petugas dalam melayani.

Selanjutnya peneliti juga bertanya dengan masyarakat yang sudah pernah
mengurus Kartu Keluarga (KK) dan.Kartu Tanda Penduduk (KTP), bagaimana
kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Progam Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Kapur IX?, kak Yenita yang pernah

mengurus Kartu Keluarga (KK) berpendapat :

“Kalau soal kepuasan pelayan, sudah cukup puas ya. Selama ada Program
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sangat terbantu apalagi saya yang
punya anak kecil ini sangat repot ya kesana kemari tapi dengan adanya Program
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini bisa langsung mengurus di satu
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tempat saja. Bisa hemat waktu, hemat biaya dan hemat tenaga juga.tetapi ada
sedikit kekurangan yaitu waktu penyelesaiannya tidak terterntu,waktu saya
mengurus Kartu Keluarga (KK) 2 minggu baru keluar

Berdasarkan ungkapan diatas, Kak Yenita sudah cukup puas dengan

PATEN), sangat

melakukan

ai saya cukup
Selain itu proses
P) saya baru

Q % h “‘%* Kantor Camat Kapur 1X.

Sangat terbantu dengan adany Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) karna dapat menghemat waktu, hemat tenaga dan juga hemat biaya.

Dalam hal pelaksanaan kebijakan atau program pelaksanaan kebijakan
tentu memiliki persepsi dan penilaian yang berbeda terhadap kebijakan yang
sedang dilaksanakan. Sikap mereka menerima ataupun menolak sangat

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu pelaksanaan kebijakan public.
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5. Indikator Responsivitas

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat

memuaskan kebutuhan,prefensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Fasilitas

computer,k
sekarang

Aryantoni.,

sudah ada ruang tunggu dan tempat pelayanan lainnya. Hanya saja tidak ada

pendingin ruangan seperti kipas angin dan AC.

Bapak Aidil Fitri selaku Kasi pelayanan juga menjelaskan :

“ Untuk Fasilitas kita sudah lengkap. Tidak ada kekurangan. Semua diberikan
dari Kabupaten untuk penyelenggaraan PATEN)
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Berdasarkan wawancara diatas, Bapak Aidil Fitri mengungkapkan bahwa

fasilitas sudah lengkap.

Sementara itu,s Ibu Epi Susanti selaku .staff pemerintahan juga

menjelaskan:

“Untuk Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) ini begitu diterapkan
pemerintah Kabupaten Lima:-Puluh Kota langsung. mempersiapkan sarana dan
prasarana seperti yang-didepan ini ada ruang tunggu-lengkap dengan kursinya,
ada meja untuk petugas Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan
yang lainnya. Disiapkan senyaman mungkin agar masyarakat nyaman menunggu
proses pelayanan. Nanti kelanjutannya memang ada sedikit penambahan sarana
dan prasaranayang mungkin sudah kurang bisa beroperasi secara optmal supaya
lebih nyaman bagi masyarakat. ”

Berdasarkan ungkapan diatas, lbu Epi Susanti mengungkapkan begitu
Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) diterapkan pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota langsung mempersiapkan sarana dan prasarana.
Disiapkan senyaman mungkin ‘agar‘ masyarakat nyaman menunggu proses

pelayanan.

Berkenaan dengan gaya tanggap dalam pelayanan adalah kemampuan
untuk membantu masyarakat dan. memberikan pelayanan dengan cepat. Sarana
dan prasarana yang sudah tersedia dapat membantu masyarakat menunggu dengan
nyaman. Apalagi jika petugas sudah memberikan pelayanan dengan maksimal

akan menambah kepuasan masyarakat.

Hasil penelitian dari responsivitas ini sudah menunjukkan bahwa
pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor

Camat Kapur IX sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan
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sudah maksimal, apalagi sarana dan prasarana yang terdapat di Kantor Camat

Kapur IX sudah memadai sehingga masyarakat lebih nyaman dalam menunggu

proses pelayanan.

pelaksana

Kantor Ca

“Kalau untuk perbedaan su um diadakan Program
Administrasi Terpadu Kecamatan o an tidak terarah dan tidak

untuk mengurus keperluan dalam hal“kepengurusan perizinan dan nonperizinan,
sangat repot tidak hanya memakan waktu tetapi memakan biaya dan tenaga juga.
Tapi semenjak diakan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) lebih
terarah dan sistematis, tidak perlu jauh-jauh lagi ke Kabupaten.”

Berdasarkan ungkapan diatas, Bapak Camat Ferry Aryantoni S.STP.,M.Si
mengungkapkan perbedaan sebelum dan sesudah diakannya Program
Administrasi  Terpadu Kecamatan (PATEN), sebelum diakan Program

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pelayanan tidak terarah dan tidak
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sistematis tetapi setelah diakan Program Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) pelayanan lebih terarah dan sistematis.

Selanjutnya, Ibu.Epi Susanti selaku Staff Pemerintahan juga memberikan

(PATEN)
arahkan untuk
Administrasi
OP, masyarakat

apkan sebelum
diakannya masyarakat
masih ban kepengurusan
pelayanan pub )adu Kecamatan

(PATEN) se

Ibu Eli Warni

Berdasarkan ungkapan diata li Warni mengungkapkan kelebihan
dari diadakannya Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini
masyarakat sangat terbantu dan tahu alur serta proses dari pengurusan pelayanan

yang terdapat di Kecamatan.
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Dari wawancara peneliti dan informan diatas dapat dibedakan bagaimana
pelaksanaan sebelum dan sesudah diadakan Program Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN). Jelas pulak dampak dan manfaatnya bagi masyarakat.

Mengenai bentuk  pengawasan juga dilakukan implementator yang
menduduki jabatan structural tertinggi di pelaksanaan Program Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN). ‘Bentuk pengawasan .yang dilakukan oleh Bapak

Camat Ferry Aryantoni.,S.STP.MSi sebagai penanggung jawab program vaitu :

“Jadi di Kantor Camat Kapur IX kita punya struktur Organisasi yang menangani
tentang kinerja seperti itukita juga melakukan pengawasan secara otomatis.
Pengawasan kalau di Kantor Camat Kapur IX ini bisa dikatakan melekat karena
saya kan ruangannya ada disini dan para petugas PATEN itu-ada didepan. Jadi
tidak ada pengawasan berjangka tetapi pengawasan bisa dilakukan setiap saat.
Kalau ada keluhan dari masyarakat kita bisa langsung menegur dan kalau ada
kendala ataupun terdapat keluhan urusan bisa kita atasi dengan cepat.”

Berdasarkan ungkapan.diatas, Bapak Camat Ferry Aryantoni S.STP.,M.Si
mengungkapkan beliau melakukan pengawasan secara otomatis. Pengawasan
dilakukan secara melekat karena ruangannya terdapat disana juga. Jadi tidak ada
pengawasan berjangka, pengawasan bisa dilakukan setiap saat. Jika ada keluhan

dan kendala bisa langsung ditegur-dan Segera diatasi.

Selanjutnya, Ibu Epi Susanti juga memberikan tanggapan untuk itu :

“Pengawasan tetap ada, pengawasan kita dilaksanakan oleh Camat karena
memang pengawasan ini perlu di evaluasi tugas-tugas dari Program Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) ini apakah ada kendala dan masalah. Dan itu
dilaksanakan paling tidak satu kali rapat staff di Kantor Camat Kapur IX.”

Berdasarkan ungkapan diatas, Ibu Epi Susanti mengungkapkan

pengawasan tetap ada karena pengawasan pelu evaluasi tugas-tugas dari Program
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Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) apakah ada masalah dan kendala dan

itu dilaksanakan paling tidak satu kali rapat staff di Kantor Camat Kapur IX.

ini sangat : gan baik gra strasi Terpadu
Kecamatan istrasi Terpadu
Kecamatan udahkan serta
membantu
masyarakat paham te asl ya an GF melelahkan juga

berkurang.

Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini dilakukan dengan baik
maka pelayanan yang diberikan pun akan maksimal dan dampaknya merupakan
respon masyarakat yang puas akan pelayanan yang telah diberikan oleh petugas
pelaksanaan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kantor

Camat Kapur IX.
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Dari hasil wawancara peneliti dengan informan, peneliti menilai
masyarakat yang telah melakukan pelayanan di Kantor Camat Kapur IX ini

merasa puas dengan segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan petugas di

C. Faktor F ha i ) . padu Kecamatan

di Kantor Cama abupate! ‘ : umatera

Sumatera Barat, penulis terlebih da embali melihat teori yang penulis
gunakan vyaitu teori William N Duun, teori ini mengemukakan 6 jenis Evaluasi
yaitu Efektifitas, Efisiensi, Responsivitas, Pemerataan, Kesamaan, dan Ketetapan.

Dari 6 evaluasi ini terdapat item-item yang mana item-item tersebut sebagai salah

satu alat bagi penulis untuk mendapatkan hasil dari penelitian ini.
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Dalam teori menurut William N Duun dikatakan bahwa efekifitas adalah
apakah hasil yang diinginkan telah tercapai, efisiensi adalah seberapa banyak

usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan, pemerataan adalah

Sela yang per akukan setelz ang menjadi alat

pertimbangan se ' G _; nicadalah observasi.

Dalam observa akukan mengenai Evalua ogram Administrasi

n masih banyak

kekurangan. - asil wawancara dan

khususnya dalam proses pe alan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
dan Kartu Keluarga (KK) dengan waktu pemohon dan penyelesaian
masih terbilang cukup lama yaitu lebih dari 3 hari sementara di SOP
waktu penyelesaian maksimal hanya 3 hari.

2. Kurangnya sosialisasi pemerintahan tentang pelayanan prima sehingga

masyarakat banyak yang belum mengetahui.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasark ian yan peneliti pada bab-bab

TS Nyt %,

5i  Program

'lﬁ Kapur IX

Kabupate a | . Berd: ' dengan hasil
penelitian litian melalui
observasi, n pada bab
sebelumnya Administrasi
Terpadu Kecamatan (P ) pad C ) : abupaten Lima

Puluh Kota : : al ini bisa dinilai

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) telah memenuhi tugas dan
kewajibannya sesuai denga Standar Operasional Prosedur (SOP).

b. Efisiensi

Kemampuan petugas dalam pelaksanaan Program Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) sudah bisa dikatakan baik karena

dijalankan dengan semangat kerja yang baik, cepat, nyaman serta
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sesuai dengan waktu penyelesaian. Untuk pelayanan yang dirasakan
sudah cukup untuk mendukung pelaksanaan Program Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN) dan biaya anggaran penerapan Program

didapat dari

Kecamatan
a Puluh Kota
ar Operasional

padu Kecamatan

keperluan masyarakat itu masing-masing.
d. Kecukupan
Dalam pelayanan kepengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP) masyarakat sudah puas dengan pelayanan yang
diberikan. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya Program

Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini, bisa hemat waktu,
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hemat biaya dan juga hemat tenaga karna untuk hal kepengurusan

pelayanan public sudah bisa diurus disatu tempat.

e. Responsivitas

PATEN) yang
baik dengan

(PATEN) ini.

Kendala dalam menjalankan Evaluasi Program Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) di Kantor Camat Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota
Provinsi Sumatera Barat masih kurangnya Waktu penyelenggaraan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN) khususnya dalam proses penyelesaian Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan waktu pemohon dan

penyelesaian masih terbilang cukup lama yaitu lebih dari 3 hari sementara di SOP
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waktu penyelesaian maksimal hanya 3 hari dalam pelaksanaan Program
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), kurangnya anggaran dana dari

pemerintah pusat untuk kecamatan Kapur 1X dalam pelaksanaan Program

nya sosialisasi pihak

\“ .9‘; N) kepada
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B. Saran
Secara umum Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) ini

bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan

ogram Administrasi

JJJJJ



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

86

DAFTAR PUSTAKA

Agung, Kurniawan. 2005, Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta:

Hardiansya

Kasmir. 20 elayanan public. Jakarta: PT Rajagrz Persada

Labolo, M Kajian Teori,

Lexy, Moelu Vietodology Peneli itati Jung, Remaja Rosda
c ﬁ ‘ donesia. Jakarta ; Bumi Aksara

Mulyadi, Deddy. Studi Keb
Alfabeta

Ndraha, T. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru,. Jakarta: Rineka Cipta

Panji Cahya Gumilar. “Inovasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)”. Jurusan llmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan
Politik, Universitas Mulawarman.

Prianto, Agus. 2006. Menakar Kualitas Pelayanan Publik, Malang, In-Trans



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

87

Sedarmayanti, 2004. Good Governance (kepemerintahan yang baik). Bandung.
Mandar Maju

Siagian, Sondang P. 2006. Filsafat Administrasi. Jakarta, Bumi Aksara

ebijakan, dan

. &\k\“ ...‘
z

Jurnal

Ridho, Dicky Noupal. 2017. Evaluasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN) dalam meningkatkan kualitas Pelayanan di
Kantor Camat Perbauangan Kabupaten Serdang Bedagai. Universitas
Sumatera Utara

Ulfah, Rahmi. 2018. “ Pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

(PATEN) dalam peningkatan kualitas pelayanan diKecamatan Tualang



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

88

di Kabupaten Siak ". Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial. Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Qasim.

Cahya, Fitrah Nur. 2018. “ Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu

tang Pedoman

Peraturan Pe W 2015 Tentang

e

Peraturan Pemerintah Nomo
Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pelaksanaan Penerapan Program Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pendelegasian
sebagian wewenang Bupati kepada Camat dalam bidang Perizinan dan
Nonperizinan di Kabupaten Lima Puluh Kota ( Berita Daerah Kabupaten Lima

Puluh Kota pada Tahun 2013 Nomor 63)



nery wejsy sejsIAm ueeyeisndiog

DI disay yepepe fur udwnyo(

Internet

https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder

https://eprints.uny.ac.id/53139/3/BAB%20111%2013413241013.pdf

89



https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder
https://eprints.uny.ac.id/53139/3/BAB%20III%2013413241013.pdf
https://www.google.com/search?q=pengertian+key+informan&ie=utf-8&oe=utf-8

